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Abstrak

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai
aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berbasis
masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW) memiliki posisi strategis sebagai lembaga kemasyarakatan yang berada
paling dekat dengan warga serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah
daerah dan masyarakat dalam berbagai aktivitas pelayanan publik dan pembangunan
lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penguatan peran
RT dan RW dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui studi pustaka terhadap
kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode library research, yang memanfaatkan analisis
dokumen kebijakan, literatur administrasi publik, serta kajian governance lokal sebagai
sumber data utama. Analisis dilakukan menggunakan metode content analysis untuk
mengidentifikasi konsep governance , Kkebijakan pemberdayaan kelembagaan
komunitas, serta implikasi kebijakan peningkatan insentif RT/RW terhadap praktik tata
kelola pemerintahan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa RT dan RW memiliki
peran penting sebagai aktor komunitas dalam mendukung implementasi kebijakan
publik, pengelolaan informasi sosial masyarakat, serta mobilisasi partisipasi warga
dalam berbagai program pembangunan. Kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota
Probolinggo dapat dipahami sebagai strategi pemberdayaan kelembagaan komunitas
yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan motivasi
pelayanan, serta memperkuat legitimasi sosial RT/RW dalam struktur pemerintahan
lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW melalui dukungan kebijakan
pemerintah daerah berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik
serta memperkuat praktik community governance yang partisipatif, kolaboratif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran RT/RW
dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
daerah berbasis komunitas.

Kata kunci: Governance Lokal, RT/RW, Kelembagaan Komunitas, Kebijakan Publik,
Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
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Abstract

The decentralisation of government in Indonesia positions local authorities as the
primary actors in delivering public services and community-based development. Within
this framework, Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) occupy a strategic role as
community institutions that are closest to residents and act as intermediaries between
local government and citizens in various public service and local development activities.
This study aims to conceptually analyse the strengthening of RT and RW roles in local
governance through a literature-based examination of the policy to enhance RT/RW
incentives in the City of Probolinggo. Employing a qualitative approach via library
research, the study utilises policy documents, public administration literature, and local
governance studies as primary data sources. Content analysis was conducted to identify
governance  concepts, community institution empowerment policies, and the
implications of RT/RW incentive enhancement for local governance practices. The
findings indicate that RT and RW play a crucial role as community actors in supporting
public policy implementation, managing social information, and mobilising citizen
participation in various development programmes. The RT/RW incentive policy in
Probolinggo can be seen as a strategy to empower community institutions by
strengthening institutional capacity, enhancing service motivation, and reinforcing the
social legitimacy of RT/RW within local governance structures. Strengthening RT/RW
institutional capacity through local government support has the potential to improve
the effectiveness of public policy implementation and to reinforce participatory,
collaborative, and responsive community governance  practices. Consequently,
enhancing the role of RT and RW constitutes a key strategy for improving the quality of
community-based local governance .

Key Words: Local Governance , RT/RW, Community Institutions, Public Policy, Local
Government Governance .

A. Pendahuluan

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia merupakan paradigma penting dalam reformasi
administrasi publik yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan lokal, serta penguatan partisipasi
masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui kerangka desentralisasi, pemerintah daerah
diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan
publik, serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks tersebut, keberadaan struktur sosial-administratif
berbasis komunitas menjadi elemen strategis yang mendukung efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, salah satunya melalui lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga
(RT) dan Rukun Warga (RW). RT dan RW tidak hanya berfungsi sebagai unit organisasi sosial
terkecil dalam struktur pemerintahan lokal, tetapi juga memainkan peran penting sebagai
mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyampaian informasi, koordinasi
kegiatan sosial, serta penyelenggaraan pelayanan administrasi pada tingkat lingkungan. Secara
empiris, RT dan RW memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan warga sehingga mampu
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat serta memfasilitasi berbagai
bentuk partisipasi kolektif dalam pembangunan lokal. Selain itu, peran kelembagaan RT dan RW
juga berkaitan erat dengan praktik tata kelola pemerintahan berbasis komunitas yang
menekankan kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam mengelola berbagai persoalan
sosial di tingkat lokal . Dalam perspektif kelembagaan pemerintahan lokal, penguatan peran RT
dan RW juga berkaitan dengan legitimasi sosial serta efektivitas implementasi kebijakan publik
di tingkat akar rumput, terutama dalam memastikan bahwa proses pemerintahan berlangsung
secara partisipatif, transparan, dan demokratis (Kurniawan et al., 2023).

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam struktur pemerintahan
lokal di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis sebagai institusi sosial-administratif
yang berada paling dekat dengan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan
berbasis komunitas, RT dan RW berfungsi sebagai aktor intermediari yang menjembatani relasi
antara pemerintah daerah dengan warga dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pelayanan
publik, pengelolaan administrasi kependudukan, serta koordinasi kegiatan sosial
kemasyarakatan di tingkat lingkungan (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Melalui kedekatan sosial
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dan interaksi yang intensif dengan warga, RT dan RW memiliki kapasitas institusional yang
relatif lebih adaptif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengelola data
kependudukan secara mikro, serta memfasilitasi berbagai program pemerintah agar dapat
diimplementasikan secara efektif pada level komunitas. Peran tersebut tidak hanya berkaitan
dengan fungsi administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial seperti deteksi dini terhadap
potensi permasalahan sosial, penguatan solidaritas warga, serta pengorganisasian partisipasi
masyarakat dalam Kkegiatan pembangunan lokal. Dalam praktiknya, ketua RT sering kali
menjadi aktor yang paling memahami kondisi sosial warganya, termasuk informasi mengenai
struktur keluarga, kondisi kesehatan masyarakat seperti keberadaan ibu hamil dan balita,
hingga dinamika sosial yang berkembang dalam lingkungan permukiman. Kondisi ini
menunjukkan bahwa RT dan RW memiliki posisi penting dalam membangun sistem tata kelola
pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berbasis komunitas, karena mereka mampu
mengintegrasikan pengetahuan lokal masyarakat dengan kebijakan pemerintah dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput (Amanullah, 2025).

Dalam kerangka penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas,
Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2026 menetapkan kebijakan strategis berupa
peningkatan honorarium bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi
sebesar Rp1.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp400.000 per bulan. Kebijakan tersebut tidak
hanya dipahami sebagai bentuk peningkatan Kkesejahteraan bagi pengurus lembaga
kemasyarakatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan memperkuat
kapasitas kelembagaan RT/RW dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
lokal. Dalam perspektif administrasi publik, pemberian insentif terhadap aktor kelembagaan di
tingkat komunitas merupakan strategi penting dalam meningkatkan motivasi pelayanan,
legitimasi sosial, serta kualitas partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan
daerah (Susanti et al,, 2025). RT dan RW selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam
pelayanan masyarakat, mulai dari pengelolaan administrasi kependudukan, fasilitasi kegiatan
sosial, hingga menjadi mediator komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh
karena itu, kebijakan peningkatan insentif tersebut mencerminkan pengakuan pemerintah
daerah terhadap peran strategis RT/RW sebagai mitra kolaboratif dalam proses implementasi
kebijakan publik di tingkat akar rumput. Dalam berbagai kajian mengenai governance lokal,
penguatan kapasitas institusi komunitas seperti RT/RW terbukti mampu meningkatkan
efektivitas pelayanan publik serta memperkuat praktik pemerintahan yang partisipatif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hidayat et al., 2021). Selain itu, kelembagaan lokal
yang didukung oleh kebijakan pemerintah juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola
berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam
menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat lingkungan (Amanullah, 2025).

Selain sebagai bentuk penghargaan simbolik dari pemerintah daerah terhadap kontribusi
sosial pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), kebijakan peningkatan insentif
juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan
komunitas dalam sistem tata kelola pemerintahan lokal. Dalam perspektif administrasi publik
dan governance lokal, pemberian insentif kepada aktor kelembagaan di tingkat komunitas
memiliki implikasi penting terhadap peningkatan motivasi pelayanan, komitmen sosial, serta
profesionalitas dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik yang bersifat langsung
kepada Masyarakat (Dwiyanto, 2021). RT dan RW selama ini berperan sebagai ujung tombak
dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah, mulai dari pendataan kependudukan,
fasilitasi kegiatan sosial, hingga koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat di
tingkat lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan insentif dapat dipahami sebagai upaya
pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi sosial sekaligus meningkatkan kinerja
institusional RT/RW dalam mengelola berbagai dinamika sosial masyarakat secara lebih
responsif dan partisipatif. Berbagai kajian mengenai kelembagaan lokal menunjukkan bahwa
dukungan kebijakan pemerintah, termasuk dalam bentuk insentif dan penguatan kapasitas
kelembagaan, mampu meningkatkan efektivitas peran institusi komunitas dalam mendukung
pembangunan lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan publik (Adhibah et al., 2022). Selain itu, penguatan peran kelembagaan komunitas
juga berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif, di
mana interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara lebih adaptif
dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di tingkat lokal (Deviyanti & Harmawan, 2023).

Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, kebijakan peningkatan insentif bagi
lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan bagi para pengurusnya,
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melainkan juga sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan partisipatif. Kelembagaan
RT dan RW memiliki karakteristik khas sebagai institusi sosial yang berada paling dekat dengan
masyarakat sehingga memiliki potensi besar dalam menghubungkan kepentingan pemerintah
dengan kebutuhan warga di tingkat akar rumput (Susanti et al, 2025). Oleh karena itu,
dukungan kebijakan pemerintah daerah - termasuk dalam bentuk pemberian insentif, fasilitasi
kelembagaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia - menjadi faktor penting dalam
meningkatkan kinerja organisasi komunitas tersebut dalam menjalankan fungsi pelayanan
sosial, koordinasi kegiatan kemasyarakatan, serta implementasi berbagai program
pembangunan berbasis masyarakat. Dalam berbagai kajian governance lokal, penguatan
kapasitas institusi komunitas terbukti mampu mendorong meningkatnya partisipasi
masyarakat, memperkuat jaringan sosial di tingkat lingkungan, serta meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan publik yang memerlukan keterlibatan aktif warga (Adhibah et al,
2022). Selain itu, pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor komunitas juga
diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat legitimasi
kebijakan pemerintah di tingkat lokal karena proses implementasinya berlangsung melalui
mekanisme partisipatif yang lebih inklusif (Deviyanti & Harmawan, 2023). Dengan demikian,
kajian akademik mengenai kebijakan peningkatan insentif RT dan RW menjadi penting untuk
dianalisis secara lebih mendalam guna memahami sejauh mana kebijakan tersebut
berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam
mendorong terciptanya sistem governance lokal yang lebih responsif, kolaboratif, dan
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Berangkat dari konteks penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas,
penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara konseptual dan kebijakan mengenai
penguatan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sistem pemerintahan
lokal melalui pendekatan studi pustaka terhadap kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota
Probolinggo (Sanur et al., 2025). Dalam kerangka administrasi publik modern, kelembagaan
komunitas seperti RT dan RW dipandang sebagai elemen strategis dalam menjembatani
hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat karena memiliki kedekatan sosial serta
pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi sosial warga di tingkat lingkungan. Oleh
karena itu, berbagai kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan pada pemberdayaan dan
penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW menjadi bagian penting dari upaya membangun tata
kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kebijakan peningkatan
insentif RT/RW tidak hanya dimaknai sebagai bentuk dukungan finansial, tetapi juga sebagai
instrumen kebijakan yang berpotensi memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan
motivasi pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
daerah. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan menelaah berbagai literatur
akademik, regulasi pemerintah, serta dokumen kebijakan yang relevan guna memahami
dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan penguatan peran kelembagaan
komunitas dalam praktik governance lokal. Kajian ini menjadi penting karena penguatan
kapasitas institusi komunitas terbukti berkontribusi terhadap peningkatan -efektivitas
implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan lokal
(Adhibah et al, 2022; Deviyanti & Harmawan, 2023). Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian
administrasi publik, khususnya terkait model penguatan tata kelola pemerintahan daerah
berbasis komunitas melalui optimalisasi peran RT dan RW sebagai aktor strategis dalam
governance lokal.

Berdasarkan dinamika penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas,
penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang berfokus pada analisis
konseptual mengenai posisi strategis Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam
sistem governance lokal (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Dalam konteks administrasi publik,
keberadaan RT dan RW tidak hanya dipahami sebagai struktur sosial kemasyarakatan, tetapi
juga sebagai institusi komunitas yang memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan
antara pemerintah daerah dan masyarakat pada tingkat akar rumput. Oleh karena itu,
penelitian ini berupaya mengkaji secara analitis bagaimana posisi strategis RT dan RW dalam
mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks
pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta implementasi program
pembangunan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana kebijakan
peningkatan honorarium RT dan RW di Kota Probolinggo dipahami dalam perspektif kebijakan
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publik, terutama dalam kaitannya dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat
kapasitas kelembagaan komunitas sebagai mitra strategis dalam pembangunan lokal. Dalam
berbagai studi administrasi publik, dukungan kebijakan terhadap institusi lokal terbukti
berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan serta mendorong
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Adhibah et al, 2022). Lebih lanjut,
penelitian ini juga berupaya menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi
memperkuat peran RT dan RW dalam tata kelola pemerintahan daerah serta implikasinya
terhadap penguatan model governance berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi
antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di tingkat
lokal (Deviyanti & Harmawan, 2023). Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini
diarahkan untuk memahami hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, penguatan
kelembagaan komunitas, dan praktik tata kelola pemerintahan lokal yang partisipatif.

Tujuan penelitian dalam studi ini dirumuskan untuk memberikan pemahaman konseptual
dan analitis mengenai penguatan peran kelembagaan komunitas dalam tata kelola
pemerintahan daerah. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai institusi sosial-administratif yang memiliki
kedekatan struktural dengan masyarakat serta berfungsi sebagai penghubung antara
pemerintah daerah dan warga dalam berbagai aktivitas pelayanan publik dan pembangunan
berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara lebih
mendalam kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo sebagai salah satu
instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal,
meningkatkan motivasi pelayanan, serta mendorong efektivitas pelaksanaan program-program
pemerintah di tingkat lingkungan. Dalam perspektif administrasi publik dan governance lokal,
dukungan kebijakan terhadap institusi komunitas dipandang sebagai faktor penting dalam
mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan
pembangunan daerah (Adhibah et al, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini juga diarahkan
untuk mengidentifikasi kontribusi kebijakan peningkatan insentif tersebut terhadap
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menciptakan sistem
governance yang lebih responsif, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah dan
masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual
mengenai penguatan governance berbasis komunitas melalui optimalisasi peran RT dan RW
sebagai aktor strategis dalam praktik tata kelola pemerintahan lokal, di mana interaksi antara
institusi pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara lebih adaptif dan inklusif dalam
menghadapi berbagai dinamika sosial di tingkat lokal (Adhibah et al., 2022).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis
dalam pengembangan kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis
komunitas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur
ilmiah dalam bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian governance
lokal, community-based governance , serta penguatan kelembagaan sosial dalam sistem
pemerintahan daerah. Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai
institusi sosial yang beroperasi pada tingkat komunitas memiliki posisi strategis dalam
menjembatani relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga kajian mengenai
peran dan penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW menjadi penting dalam memahami
dinamika tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dalam berbagai studi administrasi publik, institusi komunitas yang didukung oleh
kebijakan pemerintah terbukti mampu memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan publik pada tingkat lokal (Adhibah et al.,, 2022). Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan
model governance berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Sementara itu, secara praktis penelitian ini
diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan
pemberdayaan RT dan RW sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik di tingkat lingkungan. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi
referensi dalam pengembangan studi mengenai governance lokal dan penguatan kelembagaan
komunitas dalam administrasi publik. Adapun bagi praktisi pemerintahan, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan dalam meningkatkan efektivitas implementasi
kebijakan berbasis komunitas melalui optimalisasi peran RT dan RW sebagai aktor penting
dalam tata kelola pemerintahan daerah yang kolaboratif dan partisipatif (Deviyanti &
Harmawan, 2023).
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B. Metodologi

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library
research) sebagai strategi utama untuk memahami secara konseptual dan analitis dinamika
kebijakan pemberdayaan kelembagaan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam
berbagai konsep, teori, serta kebijakan yang berkaitan dengan peran kelembagaan komunitas
seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sistem pemerintahan lokal. Melalui
metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur akademik seperti
jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah, serta regulasi yang relevan guna
memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah
daerah, kapasitas kelembagaan komunitas, dan praktik governance lokal (Sari et al., 2025).
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi tiga perspektif utama. Pertama,
pendekatan Kkebijakan publik, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan
peningkatan insentif RT/RW diposisikan sebagai instrumen kebijakan dalam memperkuat
kapasitas kelembagaan komunitas serta mendukung implementasi program pembangunan
daerah. Kedua, pendekatan governance , yang digunakan untuk memahami bagaimana interaksi
antara pemerintah daerah dan institusi komunitas dapat membentuk praktik tata kelola
pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Ketiga, pendekatan kelembagaan, yang menekankan analisis terhadap struktur,
fungsi, serta kapasitas institusi komunitas dalam menjalankan peran sosial-administratif dalam
sistem pemerintahan lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan
multidimensional dalam studi governance lokal mampu memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan publik dan peran aktor komunitas
dalam pembangunan daerah (Tiawibowo, 2025). Selain itu, penggunaan pendekatan
kelembagaan dalam penelitian kebijakan publik juga dinilai efektif dalam menganalisis
hubungan antara regulasi, kapasitas organisasi, dan efektivitas implementasi kebijakan di
tingkat lokal (Kartini, 2025).

1. Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder guna
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pemberdayaan
kelembagaan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah (Haifa et al., 2025). Data primer
dalam penelitian ini berupa dokumen kebijakan resmi Pemerintah Kota Probolinggo yang
berkaitan dengan kebijakan peningkatan honorarium Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW), termasuk publikasi resmi pemerintah daerah, berita kebijakan, serta dokumen
kebijakan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan implementasi kebijakan tersebut.
Dokumen kebijakan tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana pemerintah daerah
memposisikan RT dan RW sebagai aktor penting dalam sistem pelayanan publik dan
pembangunan berbasis komunitas. Analisis terhadap dokumen kebijakan menjadi penting
dalam penelitian kebijakan publik karena dokumen tersebut merepresentasikan keputusan
politik dan administratif pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat serta
memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam sistem pemerintahan daerah. Sementara
itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik yang relevan, seperti
buku administrasi publik, artikel jurnal ilmiah yang membahas governance lokal, serta
berbagai dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dalam pemerintahan daerah. Selain itu, publikasi resmi pemerintah daerah
juga digunakan sebagai sumber informasi tambahan untuk memahami konteks kebijakan
serta dinamika implementasi program pemberdayaan RT/RW di tingkat lokal. Penggunaan
kombinasi data primer dan sekunder dalam penelitian kebijakan publik memungkinkan
peneliti untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara
kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan komunitas, dan efektivitas tata kelola
pemerintahan daerah (Zein et al., 2026). Pendekatan ini juga memberikan dasar analitis yang
kuat dalam memahami bagaimana kebijakan berbasis komunitas dapat memperkuat praktik
governance yang partisipatif dan kolaboratif dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang
relevan dengan pendekatan studi pustaka (library research) guna memperoleh data dan
informasi yang komprehensif mengenai kebijakan pemberdayaan kelembagaan lokal dalam
tata kelola pemerintahan daerah (Subagiya, 2023). Metode pertama adalah studi dokumen
kebijakan, yaitu proses pengumpulan dan penelaahan terhadap berbagai dokumen resmi
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yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya kebijakan Pemerintah Kota
Probolinggo mengenai peningkatan honorarium Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW). Dokumen tersebut meliputi regulasi pemerintah, publikasi resmi pemerintah daerah,
serta dokumen kebijakan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan arah implementasi
kebijakan tersebut. Analisis terhadap dokumen kebijakan menjadi penting dalam penelitian
kebijakan publik karena dokumen tersebut merepresentasikan keputusan formal
pemerintah dalam merumuskan strategi pemberdayaan kelembagaan komunitas dalam
sistem pemerintahan daerah. Metode kedua adalah analisis literatur akademik, yang
dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku administrasi publik, artikel
jurnal yang membahas governance lokal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan
topik kelembagaan komunitas dan implementasi kebijakan publik. Analisis literatur ini
bertujuan untuk membangun landasan konseptual serta kerangka teoritis yang kuat dalam
memahami dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah dan penguatan kapasitas
institusi komunitas. Metode ketiga adalah analisis regulasi, yaitu penelaahan terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan
dan tata kelola pemerintahan daerah guna memahami kerangka hukum yang mendasari
keberadaan dan peran RT/RW dalam sistem pemerintahan lokal. Penggunaan ketiga teknik
pengumpulan data tersebut memungkinkan penelitian ini memperoleh pemahaman yang
lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, Kkapasitas
kelembagaan komunitas, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis)
yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai dokumen kebijakan, literatur
akademik, serta regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW) dalam tata kelola pemerintahan daerah(Sitasari, 2022). Metode content
analysis dipilih karena mampu memberikan pendekatan analitis yang mendalam terhadap
teks kebijakan dan dokumen akademik dengan cara mengidentifikasi makna, pola, serta
hubungan konseptual yang terkandung di dalamnya. Analisis ini dilakukan melalui beberapa
tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi kebijakan, yaitu proses penelusuran dan
pengumpulan dokumen kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang berkaitan dengan
peningkatan honorarium RT/RW sebagai bagian dari strategi pemberdayaan kelembagaan
lokal dalam sistem pemerintahan daerah. Pada tahap ini, peneliti menelaah substansi
kebijakan, tujuan program, serta konteks kebijakan yang melatarbelakangi keputusan
pemerintah daerah dalam meningkatkan insentif bagi RT/RW. Tahap kedua adalah
klasifikasi konsep governance , yaitu proses pengelompokan berbagai konsep teoritis yang
berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah, seperti konsep good governance ,
collaborative governance , serta community governance yang relevan dengan peran
kelembagaan komunitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Tahap ketiga adalah
analisis implikasi kebijakan, yaitu proses interpretasi terhadap bagaimana kebijakan
peningkatan insentif RT/RW berpotensi mempengaruhi kapasitas kelembagaan, motivasi
pelayanan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tahap terakhir adalah
sintesis konseptual, yaitu proses pengintegrasian berbagai temuan literatur dan dokumen
kebijakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai penguatan governance
berbasis komunitas melalui peran RT/RW dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pendekatan analisis isi dalam studi kebijakan publik memungkinkan peneliti untuk
memahami secara mendalam hubungan antara kebijakan, institusi lokal, dan dinamika
governance dalam sistem pemerintahan daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

Posisi Strategis RT/RW dalam Struktur Pemerintahan Lokal

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi strategis dalam struktur
pemerintahan lokal di Indonesia karena berfungsi sebagai institusi sosial-administratif yang
menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat pada tingkat lingkungan
(Sanur et al.,, 2025). Dalam sistem pemerintahan berbasis desentralisasi, keberadaan RT/RW
menjadi bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang bersifat partisipatif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RT/RW berperan dalam berbagai aktivitas sosial
dan administratif seperti pendataan kependudukan, fasilitasi pelayanan publik, penyampaian
informasi kebijakan, serta koordinasi program pembangunan di tingkat komunitas. Kedekatan
RT/RW dengan warga menjadikan lembaga ini memiliki kapasitas sosial yang kuat dalam



1512 AJSH/6.1; 1505-1518; 2026

memahami dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga mampu berperan sebagai mediator
antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dalam perspektif governance lokal,
keberadaan institusi komunitas seperti RT/RW dinilai mampu memperkuat praktik tata kelola
pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif karena mendorong keterlibatan masyarakat
dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan pada tingkat lokal (Arifin, 2025).

Selain menjalankan fungsi administratif, RT/RW juga memiliki peran strategis dalam
membangun kohesi sosial serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
daerah (Harfianti et al., 2024). Dalam banyak konteks pembangunan lokal di Indonesia, RT/RW
sering kali menjadi aktor utama dalam mobilisasi partisipasi masyarakat untuk mendukung
berbagai program pemerintah seperti program kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan,
serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa RT/RW tidak hanya
berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki
legitimasi kuat di tengah masyarakat. Legitimasi tersebut muncul karena RT/RW dipilih atau
disepakati oleh warga sebagai representasi kepentingan komunitas di tingkat lingkungan. Oleh
karena itu, penguatan peran RT/RW dalam sistem pemerintahan lokal menjadi penting untuk
memastikan bahwa proses pembangunan daerah dapat berjalan secara partisipatif dan berbasis
kebutuhan masyarakat (Wisata et al.,, 2025).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, posisi strategis RT/RW juga dapat
dipahami melalui perspektif community governance , yaitu pendekatan tata kelola yang
menempatkan komunitas sebagai aktor penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
(Susanti et al., 2025). Melalui pendekatan ini, RT/RW dipandang sebagai institusi yang mampu
memperkuat jaringan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor lokal
lainnya dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik. Kehadiran RT/RW
memungkinkan pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif dalam
pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik. Selain itu, RT/RW juga berperan
dalam mendeteksi berbagai permasalahan sosial di tingkat komunitas secara lebih cepat
sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW melalui dukungan
kebijakan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan daerah yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat
(Nuryanto & Sugiyanto, 2024).

Kebijakan Peningkatan Insentif RT/RW di Kota Probolinggo

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota
Probolinggo dapat dipahami sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat
kapasitas kelembagaan komunitas sebagai aktor penting dalam sistem tata kelola pemerintahan
lokal (Syaputra, 2023). Kebijakan tersebut diwujudkan melalui peningkatan honorarium
RT/RW menjadi Rp1.000.000 per bulan dari sebelumnya sekitar Rp400.000 per bulan, yang
dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi RT/RW dalam mendukung
penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan
berbagai program pembangunan di tingkat lingkungan. Dalam praktik pemerintahan lokal di
Indonesia, RT dan RW sering berfungsi sebagai ujung tombak implementasi kebijakan
pemerintah karena memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan masyarakat serta kemampuan
untuk memfasilitasi koordinasi antara warga dan pemerintah daerah. Oleh karena itu,
dukungan kebijakan berupa peningkatan insentif dipandang sebagai instrumen penting dalam
memperkuat motivasi pelayanan, meningkatkan kinerja kelembagaan komunitas, serta
memperkuat legitimasi sosial RT/RW dalam menjalankan peran sosial-administratifnya. Dalam
perspektif administrasi publik, strategi pemberian insentif kepada aktor komunitas juga
merupakan bagian dari pendekatan incentive-based governance , yaitu pendekatan kebijakan
yang memanfaatkan mekanisme insentif untuk mendorong peningkatan kinerja aktor pelaksana
kebijakan di tingkat lokal sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nugraheni et al.,, 2025).

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif RT/RW juga memiliki implikasi penting
terhadap penguatan praktik governance berbasis komunitas dalam sistem pemerintahan
daerah. Dalam perspektif governance modern, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak
hanya ditentukan oleh kapasitas institusi pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai
aktor sosial dalam proses implementasi kebijakan publik dan pembangunan daerah (Nasution
et al,, 2025). Dalam konteks ini, RT dan RW memiliki peran strategis sebagai penghubung antara
pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai aktor yang mampu memobilisasi partisipasi
warga dalam berbagai kegiatan pembangunan di tingkat lingkungan. Dengan adanya dukungan
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kebijakan berupa insentif finansial yang lebih memadai, diharapkan RT/RW dapat
meningkatkan komitmen pelayanan, memperkuat koordinasi sosial di tingkat komunitas, serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan daerah. Sejumlah
studi menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan insentif yang memadai bagi aktor
komunitas dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik sekaligus
memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis
komunitas dalam sistem pemerintahan lokal (Sumarto, 2025).

Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi RT/RW, kebijakan peningkatan
insentif juga dapat dipahami sebagai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat legitimasi
kelembagaan komunitas dalam struktur pemerintahan lokal (Nuryanto & Sugiyanto, 2024).
Dalam perspektif governance modern, institusi komunitas seperti RT dan RW memainkan peran
penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat karena mereka berada pada
level sosial yang paling dekat dengan warga serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam
mengenai dinamika sosial di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, dukungan kebijakan berupa
insentif finansial tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi atas tugas sosial-administratif yang
dijalankan oleh RT/RW, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat memperkuat
kepercayaan publik terhadap institusi komunitas tersebut. Dalam berbagai studi mengenai
governance  lokal, dukungan kebijakan terhadap aktor komunitas terbukti mampu
meningkatkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta
memperkuat jaringan kolaborasi dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Insentif
yang memadai juga berpotensi meningkatkan motivasi pelayanan dan tanggung jawab sosial
para pengurus RT/RW dalam menjalankan fungsi mereka sebagai fasilitator partisipasi
masyarakat serta mediator komunikasi antara pemerintah dan warga (Wulandjani et al.,, 2025).

Lebih lanjut, peningkatan insentif bagi RT/RW juga memiliki implikasi yang lebih luas
terhadap penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam
kerangka governance  partisipatif, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat
dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
maupun evaluasi program pembangunan. RT dan RW dalam hal ini memiliki posisi strategis
sebagai aktor yang mampu memobilisasi partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial dan
pembangunan di tingkat lingkungan (Mahlella, 2025). Dengan adanya dukungan insentif yang
lebih memadai, RT/RW diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi sosial dengan
warga, memperkuat koordinasi program pemerintah, serta mendorong terciptanya praktik tata
kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa penguatan kapasitas institusi komunitas melalui dukungan kebijakan dan insentif yang
memadai dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta
memperkuat praktik community governance dalam sistem pemerintahan daerah (Sumarto,
2025).

Lebih jauh, kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan community governance
dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam perspektif governance kontemporer, efektivitas
implementasi kebijakan publik tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi pemerintah
semata, melainkan juga oleh tingkat keterlibatan aktor sosial dan komunitas dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Saa, 2025). RT dan RW dalam hal
ini memiliki posisi strategis sebagai institusi komunitas yang mampu menjembatani komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memfasilitasi proses partisipasi warga dalam
berbagai program pembangunan di tingkat lingkungan. Melalui dukungan kebijakan berupa
peningkatan insentif, pemerintah daerah berupaya memperkuat motivasi pelayanan serta
kapasitas kelembagaan RT/RW agar mampu menjalankan fungsi sosial-administratif secara
lebih efektif. Dukungan tersebut juga dapat meningkatkan legitimasi sosial RT/RW sebagai
representasi komunitas dalam proses implementasi kebijakan publik. Dalam banyak studi
mengenai collaborative governance , keterlibatan aktor komunitas yang memiliki kedekatan
sosial dengan masyarakat terbukti mampu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan serta
memperkuat jaringan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan
daerah (Wulandjani et al., 2025).

Selain itu, keberadaan RT/RW yang diperkuat melalui dukungan kebijakan insentif juga
memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi
sosial masyarakat di tingkat lingkungan (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Informasi tersebut
sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, karena RT/RW memiliki akses langsung terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan
budaya warga di wilayahnya. Dengan demikian, RT/RW tidak hanya berperan sebagai
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pelaksana program pemerintah, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis yang dapat
membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual.
Dalam perspektif governance berbasis komunitas, penguatan kapasitas institusi lokal seperti
RT/RW melalui dukungan kebijakan dan insentif yang memadai dapat mendorong terciptanya
tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, serta berorientasi pada kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan insentif RT/RW dapat dipahami sebagai
bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat praktik local governance yang
inklusif dan berbasis komunitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nuryanto &
Sugiyanto, 2024).

Implikasi Kebijakan terhadap Penguatan Governance Lokal

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki
implikasi yang signifikan terhadap penguatan praktik governance lokal dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, tata kelola
pemerintahan tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme birokrasi yang bersifat hierarkis,
melainkan berkembang menuju model governance yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan
inklusif dengan melibatkan berbagai aktor sosial di luar struktur formal pemerintah (Wahyudi,
2025). Dalam konteks ini, RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan yang berada pada
tingkat paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani
komunikasi antara pemerintah daerah dan warga serta memfasilitasi implementasi berbagai
kebijakan publik di tingkat lingkungan. Dukungan kebijakan berupa peningkatan insentif
finansial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi sosial RT/RW,
tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas
dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, koordinasi sosial, serta mobilisasi partisipasi
warga dalam kegiatan pembangunan daerah. Dengan adanya dukungan tersebut, RT/RW
diharapkan mampu meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat
sehingga tercipta mekanisme tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan warga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusi
komunitas melalui dukungan kebijakan pemerintah mampu meningkatkan efektivitas
implementasi program pembangunan sekaligus memperkuat praktik governance lokal yang
lebih partisipatif dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat (Jannah et al.,, 2025).

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif RT/RW juga berimplikasi terhadap
peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Dalam kerangka governance modern, partisipasi publik dipandang sebagai elemen
penting dalam meningkatkan akuntabilitas, legitimasi, serta efektivitas kebijakan publik. RT dan
RW memiliki posisi strategis sebagai aktor komunitas yang mampu memobilisasi partisipasi
warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan, seperti program kesehatan
masyarakat, keamanan lingkungan, pengelolaan kebersihan lingkungan, serta berbagai program
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Nuryanto & Sugiyanto,
2024). Dengan adanya dukungan kebijakan yang memperkuat kesejahteraan dan motivasi
pelayanan RT/RW, kapasitas mereka dalam memfasilitasi komunikasi sosial, membangun
solidaritas komunitas, serta mengorganisasi partisipasi warga di tingkat lingkungan diharapkan
semakin meningkat. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperkuat praktik community
governance , yaitu model tata kelola pemerintahan yang menempatkan komunitas sebagai aktor
penting dalam proses pembangunan daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan
institusi komunitas dalam tata kelola pemerintahan lokal mampu meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan publik sekaligus memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah
dan masyarakat dalam pembangunan daerah (Fonataba, 2025).

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak
hanya berimplikasi pada penguatan kapasitas kelembagaan komunitas, tetapi juga
berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
daerah. RT dan RW dalam konteks ini berfungsi sebagai aktor sosial yang memiliki kedekatan
langsung dengan warga sehingga mampu memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah
daerah dan masyarakat (ARISMAN, 2025). Melalui peran tersebut, RT/RW dapat mendorong
keterlibatan warga dalam berbagai aktivitas sosial dan pembangunan di tingkat lingkungan,
seperti program kesehatan masyarakat, penguatan keamanan lingkungan, pengelolaan
kebersihan dan lingkungan hidup, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan Dalam kerangka governance partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan
dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan
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publikoleh pemerintah daerah. Dukungan kebijakan berupa peningkatan insentif finansial dapat
memperkuat motivasi pelayanan serta komitmen sosial pengurus RT/RW dalam menjalankan
fungsi tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut, RT/RW diharapkan mampu meningkatkan
intensitas koordinasi sosial dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai program
pembangunan daerah sehingga tercipta mekanisme tata kelola pemerintahan yang lebih
partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (ARISMAN, 2025).

Lebih jauh, penguatan partisipasi masyarakat melalui peran RT/RW juga berimplikasi pada
peningkatan kualitas hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam tata
kelola pemerintahan lokal. Dalam perspektif governance modern, keberhasilan implementasi
kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun jaringan
kolaborasi dengan berbagai aktor sosial, termasuk institusi komunitas yang memiliki legitimasi
sosial di tingkat lokal (Amelia, 2025). RT dan RW dalam hal ini memiliki kapasitas untuk
memobilisasi solidaritas sosial serta membangun mekanisme koordinasi kolektif yang dapat
mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah secara lebih efektif. Dukungan insentif
yang memadai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan aktor komunitas, tetapi juga
memperkuat legitimasi sosial mereka sebagai representasi kepentingan warga di tingkat
lingkungan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong terciptanya praktik community
governance , yaitu model tata kelola pemerintahan yang menempatkan komunitas sebagai mitra
strategis pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa penguatan institusi komunitas melalui dukungan kebijakan pemerintah mampu
meningkatkan kualitas partisipasi publik serta memperkuat hubungan kepercayaan antara
pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal (Sumarto, 2025).

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki
implikasi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah
secara keseluruhan. Dalam perspektif governance  modern, keberhasilan implementasi
kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif pemerintah, tetapi juga
oleh kualitas koordinasi antara pemerintah dan berbagai aktor sosial yang terlibat dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan (Nasution et al., 2025). RT dan RW sebagai institusi komunitas
memiliki posisi strategis karena berada pada tingkat sosial yang paling dekat dengan
masyarakat sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai mediator komunikasi antara
pemerintah daerah dan warga. Melalui peran tersebut, RT/RW dapat membantu pemerintah
dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial di tingkat lingkungan, seperti konflik
sosial, ketimpangan kesejahteraan, kebutuhan pelayanan publik, serta dinamika sosial lainnya
yang sering kali tidak sepenuhnya terdeteksi oleh birokrasi formal. Informasi yang dihimpun
oleh RT/RW menjadi sumber data yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam
merumuskan kebijakan publik yang lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan kondisi
masyarakat. Dalam kerangka collaborative governance , keterlibatan aktor komunitas yang
memiliki kedekatan sosial dengan warga terbukti mampu meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat
dalam pembangunan daerah (Wulandjani et al., 2025).

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif RT/RW juga berkontribusi terhadap
penguatan praktik tata kelola pemerintahan berbasis komunitas yang lebih partisipatif dan
kolaboratif. Dukungan kebijakan berupa insentif finansial tidak hanya meningkatkan
kesejahteraan aktor komunitas, tetapi juga memperkuat motivasi pelayanan serta tanggung
jawab sosial mereka dalam menjalankan fungsi sosial-administratif di tingkat lingkungan
(Subanda et al, 2025). Dengan adanya dukungan tersebut, RT/RW diharapkan mampu
meningkatkan kualitas koordinasi sosial, memperkuat jaringan komunikasi antara pemerintah
daerah dan masyarakat, serta mendorong terciptanya mekanisme partisipasi warga yang lebih
aktif dalam berbagai program pembangunan. Dalam perspektif governance lokal, penguatan
kapasitas institusi komunitas melalui dukungan kebijakan pemerintah merupakan salah satu
faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penguatan
kelembagaan komunitas dapat meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik serta
memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem
pemerintahan daerah (Mahlella, 2025).

Model Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Komunitas

Model penguatan tata kelola pemerintahan berbasis komunitas merupakan pendekatan
konseptual dalam administrasi publik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor strategis
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mahlella, 2025).
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Dalam perkembangan teori governance kontemporer, paradigma penyelenggaraan
pemerintahan telah mengalami transformasi dari model hierarkis yang berpusat pada birokrasi
menuju model tata kelola yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis jaringan aktor sosial
yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi komunitas dalam
proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut,
institusi komunitas seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi yang
sangat penting karena berada pada tingkat sosial yang paling dekat dengan masyarakat serta
memiliki kapasitas sosial untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan
warga. Keberadaan RT/RW memungkinkan terciptanya mekanisme koordinasi sosial yang lebih
efektif dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta
pengelolaan dinamika sosial di tingkat lingkungan. Dalam perspektif governance berbasis
komunitas, RT/RW tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif kebijakan
pemerintah, tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi masyarakat yang mampu memobilisasi
keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan pembangunan lokal. Pendekatan ini menekankan
pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi komunitas dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor komunitas dalam sistem
governance lokal mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik sekaligus
memperkuat legitimasi sosial pemerintah dalam proses pembangunan daerah (Fonataba,
2025).

Lebih lanjut, model penguatan governance berbasis komunitas juga menekankan
pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan lokal sebagai prasyarat utama dalam
mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik pada tingkat akar rumput (Amelia,
2025). Dalam perspektif administrasi publik dan studi governance modern, kapasitas
kelembagaan komunitas tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural organisasi, tetapi juga
mencakup kemampuan institusi lokal dalam melakukan koordinasi sosial, mengelola informasi
masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga, serta memobilisasi
partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Kapasitas tersebut menjadi
elemen penting karena institusi komunitas seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) berperan sebagai aktor sosial yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan
dinamika kehidupan masyarakat di tingkat lingkungan. Dalam konteks ini, dukungan kebijakan
pemerintah daerah, termasuk melalui peningkatan insentif kelembagaan bagi RT/RW, dapat
dipahami sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas
dalam menjalankan fungsi sosial-administratifnya secara lebih efektif. Pemberian insentif tidak
hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi aktor komunitas, tetapi juga
sebagai mekanisme kebijakan yang mampu meningkatkan motivasi pelayanan, komitmen
kelembagaan, serta kinerja organisasi komunitas dalam mendukung implementasi berbagai
program pembangunan daerah. Berbagai penelitian dalam kajian governance  lokal
menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusi komunitas melalui dukungan kebijakan,
sumber daya, dan legitimasi kelembagaan yang memadai mampu meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan publik sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang
lebih partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal
(Amelia, 2025).

Pada akhirnya, model penguatan tata kelola pemerintahan berbasis komunitas menegaskan
pentingnya sinergi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan institusi komunitas dalam
menciptakan sistem pemerintahan lokal yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka governance kontemporer, pemerintah tidak lagi
diposisikan sebagai satu-satunya aktor dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,
melainkan berperan sebagai fasilitator kebijakan yang menyediakan dukungan regulatif,
sumber daya institusional, serta mekanisme koordinasi yang memungkinkan aktor sosial
lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan daerah. Dalam konteks ini,
lembaga komunitas seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berfungsi sebagai
agen sosial yang menjembatani implementasi kebijakan pemerintah dengan dinamika
kehidupan masyarakat pada tingkat lingkungan (Jannah et al, 2025). Peran tersebut
memungkinkan terbangunnya mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga
sehingga proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat berlangsung secara lebih
adaptif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Sinergi antara pemerintah
daerah dan institusi komunitas juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang
lebih partisipatif, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan semata sebagai objek kebijakan,
tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk terlibat secara aktif dalam proses
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perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Berbagai studi governance
menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan aktor komunitas mampu meningkatkan
legitimasi kebijakan publik, memperkuat kepercayaan sosial, serta meningkatkan efektivitas
implementasi program pembangunan di tingkat lokal (Agung, 2025).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah
berbasis komunitas. Sebagai institusi sosial yang berada pada tingkat paling dekat dengan
masyarakat, RT/RW memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara
pemerintah daerah dan warga dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai
dari pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi sosial masyarakat, hingga
fasilitasi pelaksanaan program pembangunan di tingkat lingkungan. Dalam perspektif
governance modern, Keterlibatan institusi komunitas seperti RT/RW merupakan elemen
penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran RT/RW melalui
kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat praktik
community governance dalam sistem pemerintahan lokal. Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa institusi komunitas yang memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan masyarakat
mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik serta memperkuat hubungan
kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif bagi RT/RW dapat dipahami sebagai bentuk
strategi pemberdayaan kelembagaan komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas
institusional serta meningkatkan motivasi pelayanan para aktor komunitas dalam menjalankan
fungsi sosial-administratifnya. Dukungan kebijakan berupa insentif finansial tidak hanya
berperan sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi RT/RW, tetapi juga sebagai
instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja kelembagaan, komitmen pelayanan,
serta efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya
dukungan kebijakan tersebut, RT/RW diharapkan mampu berperan lebih optimal dalam
memobilisasi partisipasi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga,
serta mendukung implementasi berbagai program pembangunan di tingkat lingkungan. Pada
akhirnya, penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW berpotensi memberikan kontribusi
signifikan terhadap peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih inklusif,
adaptif, dan berbasis komunitas. Sejumlah studi dalam bidang administrasi publik dan
governance lokal menegaskan bahwa penguatan institusi komunitas melalui dukungan
kebijakan pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas implementasi
kebijakan publik serta keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
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